MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Bazuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 352135
www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id

Nomor : /PPK.W8-A/PL1.1.1/XI1/2023 Bandar Lampung, 20 Desember 2023
Sifat : Penting
Hal : Nota Dinas
Kepada Yth.
Kepala UKPBJ Mahkamah Agung Rl — Lampung
di-
Tempat

Kami informasikan bahwa anda telah ditunjuk oleh ANIS KHOIRUNNISA, S.Ag., M.H.
pada paket pekerjaan:

MAK : WA.6986.EBA.994.002.0B.522141

Kode RUP : 45963213

Kode Tender : 10491555

Nama Paket : PENGADAAN JASA SEWA MESIN FOTOCOPY
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR
LAMPUNG TA 2024

Nilai Pagu : Rp. 1.122.000.000,00

Nilai HPS - Rp. 1.121.915.850,00

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

ttd

ANIS KHOIRUNNISA, S.AG., M.H.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 208 /Bua.UKPBJ/SK/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KEGIATAN
PENGADAAN SEWA MESIN FOTOCOPY PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR

Menimbang

Mengingat

LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya,
perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pemilihan;

. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan
tugas tersebut;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

153/SEK/SK/II/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Mahkamah Agung RI;



Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,
Nomor 2883/SEK.PTA/WS8-A/PL.04/XII/2023, Tanggal 06
Desember 2023, Perihal Pengusulan Kelompok Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang dan Jasa;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
KEGIATAN PENGADAAN SEWA MESIN FOTOCOPY PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2024;

Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Kegiatan
Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy Pada Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personil
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Kelompok Kerja Pemilihan tersebut pada Diktum kesatu, bertugas:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;

2. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan;
a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan

b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3. Kelompok Kerja Pemilihan harus sudah menyelesaikan
tugasnya dan memberikan laporan, selambat-lambatnya dalam
waktu S5 (lima) hari setelah tugas selesai, kepada kepala
UKPBJ;

4. Kelompok Kerja dinyatakan berhenti setelah tugasnya selesai;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2024;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Desember 2023

Plt. Kepala Biro Umum Selaku
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
. Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta;

Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih.
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Lampiran : Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Mahkamah Agung RI

Nomor : 208/Bua.UKPBJ/SK/XII/2023

Tanggal : 07 Desember 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KEGIATAN PENGADAAN SEWA
MESIN FOTOCOPY PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN

ANGGARAN 2024

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
Bustanul Arifin Sodiq, S.H. . .
4 Panitera Muda Pengadilan Agama
1 [NIP. 198502162011011011 Tulang Bawang Ketua
Herman S., S.Kom., M.M. Kepala Sub Bagian Keuangan dan
2 |NIP. 198203162009121004 Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama | Anggota
Bandar Lampung
{\1;[‘ %utfi Mediansyah, S.T., Kepala Sub Bagian Perencanaan,
3 — Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Anggota
NIP. 198705202011011005 Pengadilan Agama Gunung Sugih
Bintang Puwan Permata, S.H. |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4 |NIP. 199008212015031002 Ahli Pertama Badan Urusan|Anggota
Administrasi
Ss(uéidenta Wikan Dianmalwa, Pengelola Pengadaan Barang Jasa
5 e Ahli Pertama Pengadilan Militer | Anggota
NIP. 199103022023211028 Tinggi 1l Jakarta
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Desember 2023
Plt. Kepala Biro Umum Selaku
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSrE-BSSN sesuai UU ITE R

Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat

bukti yang sah”
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